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ABSTRACT 

Tourism is one of the areas of interest in capital investment of local and foreign 

capital. To increase the economy in Indonesia in General and the regions in 

particular, which is regulated in Law Number 25 of  2007 concerning investment 

and is also contained in GATs. Problem formulation; 1) What is the 

implementation of  Foreign Investment in the field of tourism in Bintan Regency 

according to GATs? 2) What are the obstacles experienced by the Regional 

Government of Bintan Regency in implementing Foreign Investment? The 

method used is the sociological legal research methods, with a secondary data 

source and primary data, techniques for collecting data on interviews and 

document studies, which are analysed qualitatively. Results of the study 1) 

Bintan Regency is included in the area of  Free Port and Free Trade Zone, which 

is quite popular with the term Area Free Trade Zone, in the implementation of 

the PMA in Bintan has been in accordance with the applicable provisions and 

guided by law number 25 of 2007 concerning PMA and GATs. However, in the 

implementation of the Bintan Regency Government has its own policy, namely 

Bintan Regent Regulation Number 15 of 2009 of Conducting Integrated 

Licensing Services one door On Promotion, investment and Licensing Services 

Integrated Bintan Regency. 2) The constraints experienced by the Regional 

Government of Bintan Regency are land issues, availability of electricity and 

clean water supplies, facilitation payments (bribes), changes in the 

implementation of the policy, the number of land of sleep or land that has not 

been used for a long time. 
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ABSTRAK 

Pariwisata merupakan salah bidang yang diminati dalam penanaman modal lokal 

maupun modal asing. Untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia pada 

umumnya dan daerah pada khususnya, yang diatur di dalam Undang-Undang 

Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan juga terdapat dalam 

GATs. Rumusan masalah;1) Bagaimanakah  pelaksanaan Penanaman Modal 

Asing dalam bidang Kepariwisataan di Kabupaten Bintan menurut GATs? 2) 

Apa saja kendala yang dialami Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dalam 

pelaksanaan Penanaman Modal Asing? Metode yang digunakan adalah metode 

penelitian hukum sosiologis, dengan sumber data sekunder dan data primer, 

teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumen, data dianalisa secara 

kualitatif. Hasil penelitian 1) Kabupaten Bintan masuk dalam wilayah Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang cukup populer dengan istilah 

Kawasan Free Trade Zone, dalam pelaksanaan PMA di Kabupaten Bintan telah 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berpedomanan kepada Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang PMA dan GATs. Namun, didalam 

pelaksanaan pemerintah Kabupaten Bintan memiliki kebijakan sendiri yaitu 

Peraturan Bupati Bintan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Promosi, Investasi Dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bintan. 2) Kendala-kendala yang 

dialami Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan adalah masalah lahan, 

ketersediaan pasokan listrik dan air bersih, uang pelicin (suap), perubahan dalam 

penerapan kebijakan, banyaknya lahan tidur. 

 Kata Kunci: Pelaksanaan PMA, Kepariwisataan, GATs 
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